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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Nikah sirri menurut hukum positif ada dua pendapat, pendapat pertama 

adalah sahnya nikah sirri karena pencatatan nikah hanya sebagai syarat 

administrasi, bukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. 

Pendapat  kedua adalah bahwa perkawinan sirri dilakukan secara tidak sah 

karena semua perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku.  

2. Nikah sirri menurut hukum Islam adalah sah sepanjang  memenuhi rukun 

dan syarat nikah tanpa harus dicatat. Menurut Hukum Perkawinan 

Indonesia, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut 

ketentuan agama dan syarat-syaratnya serta dihadiri oleh petugas pencatat 

(KUA), karena  pencatatan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan 

hukum.  

3. Kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan dalam perkawinan yang 

dicatatkan, tetapi  tidak diakui oleh negara. 

Kedudukan anak masih diakui dalam hukum Islam dengan cara yang 

sama seperti perkawinan yang dicatatkan. Namun, dengan tidak adanya 

akta perkawinan orang tua, menurut hukum negara, akta kelahiran anak  

tidak mencantumkan nama ayah biologis, tetapi hanya  nama ibu yang 

melahirkan anak.  

 Akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap keadaan keuangan 

dihitung menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. 
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Namun, jika salah satu pihak (biasanya suami) dapat bertindak dengan 

itikad buruk untuk menolak/memutuskan harta bersama. 

B. Saran 

Sehubungan dengan penelitian  Tinjauan Hukum Nikah Nikah Dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Banding), dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Adapun nikah sirri tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu 

saja, tetapi akan lebih baik jika disosialisasikan di masyarakat, baik 

buruknya, dan berbagai pro dan kontra, untuk membantu masyarakat  

mengambil keputusan dan mengurangi kejadian. dari pernikahan Siri. Jika 

sosialisasinya agak sulit, bisa dilakukan dengan mendatangkan beberapa 

ahli yang memahami detail hukum dan kekhususan nikah sirri untuk 

berdiskusi langsung dengan masyarakat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Jika Anda ingin meneliti nikah siri dari perspektif hukum Islam 

dan hukum positif, Anda harus mencari di tempat lain yang  lebih variatif. 

3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah dapat lebih tegas dalam menangani masalah 

perkawinan nikah siri dan  dengan pengaturan pencatatan perkawinan 

yang tepat dapat dengan cepat bersosialisasi di masyarakat, melihat seperti 

apa tata caranya, dan melihat aspek  adat dan budaya di tempat tersebut, 
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sehingga bahwa tidak ada salahnya untuk sistem perkawinan di Indonesia, 

terutama di masa depan. 
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